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Kepada
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di 
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 900/1047/SE/2019

TENTANG

Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020

            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,
maka ditentukan karakter Dana Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan;
2. Besaran Dana Kelurahan sesuai dengan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (APBN) dan paling

sedikit 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus (DAK);
3. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat

di kelurahan yang melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan;
4. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyaraat di

kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan disepakati dalam bentuk berita acara;
5. Kegiatan hasil kesepakatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah dan termuat di dalam Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) kecamatan yang dibuat oleh camat atas usul lurah dimana lurah berkedudukan

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
6. Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana butir 2 (dua), maka anggaran stimulan RW dan stimulan

LPMK Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kelurahan menjadi bagian Dana Kelurahan yang berada dalam belanja langsung pada kegiatan

di kelurahan.

                   Demikian  atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN UMUM

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.
NIP. 196512131992031006



Tembusan: 
1. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
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